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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat 

Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan 

hidayah-Nya, sehingga penyusunan buku yang berjudul "Pegadaian 

Syariah: Konsep, Regulasi, dan Operasional Rahn Modern" ini 

dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga 

senantiasa tercurah kepada teladan umat manusia, Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah Islam, 

termasuk tuntunan muamalah yang adil, transparan, dan 

menyejahterakan. 

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus 

menunjukkan tren yang sangat positif dari tahun ke tahun. Di tengah 

dinamika tersebut, pegadaian syariah hadir sebagai salah satu 

instrumen keuangan inklusif yang memiliki peran vital bagi 

masyarakat. Lembaga ini merespons kebutuhan mendesak 

masyarakat akan dana tunai secara cepat, aman, namun tetap 

berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat. Berbeda dengan praktik 

gadai konvensional, pegadaian syariah menawarkan solusi finansial 

yang terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir 

(perjudian), dengan mengedepankan semangat tolong-menolong 

(ta'awun). 

Buku ini disusun dengan tujuan untuk mengisi ruang literasi serta 

menjawab kebutuhan akan referensi yang komprehensif mengenai 

Rahn. Pembahasan di dalam buku ini dirancang secara sistematis, 

menjembatani teori klasik dan praktik modern. Secara garis besar, 

buku ini tidak hanya mengulas akar filosofis dan landasan fikih dari 

akad Rahn, tetapi juga membedah kerangka regulasi dan kepatuhan 

syariah yang berlaku di Indonesia, termasuk integrasi Fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Lebih dari itu, buku ini mengupas tuntas tata kelola dan 

operasional lembaga pegadaian modern, mulai dari proses penaksiran 

barang jaminan (marhun), perhitungan biaya pemeliharaan (mu'nah), 

manajemen risiko, hingga prosedur eksekusi lelang yang sesuai 

syariat. 
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Karya ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat 

bagi para mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi lembaga keuangan 

syariah, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum yang ingin 

mendalami secara utuh bagaimana sistem pegadaian syariah 

beroperasi di era modern. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian buku ini 

tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam, penulis 

menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kesabaran, dan 

dukungan moral yang tiada henti selama proses penulisan. 

2. Para guru, dosen, dan rekan sejawat akademisi yang telah banyak 

memberikan sumbangsih pemikiran dan diskusi yang memperkaya 

wawasan penulis. 

3. Para praktisi perbankan dan lembaga keuangan syariah yang telah 

berbagi pengalaman riil di lapangan. 

4. Pihak penerbit beserta seluruh tim editor yang telah bekerja keras 

membantu menyempurnakan naskah ini hingga sampai ke tangan 

pembaca. 

 

Akhir kata, semoga kehadiran buku "Pegadaian Syariah: Konsep, 

Regulasi, dan Operasional Rahn Modern" ini dapat memperkaya 

khazanah keilmuan ekonomi Islam di tanah air, memberikan 

pencerahan bagi para pembaca, serta menjadi amal jariyah yang 

diridai oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin. 
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Konsep Dasar Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu unsur dalam sistem 

keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran dana, serta penyediaan berbagai layanan keuangan dan 

berpedoman pada ketentuan syariah (OJK, 2024). Kehadiran lembaga 

ini pada dasarnya bukan hanya untuk mempertemukan pihak yang 

memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana, tetapi juga 

untuk mendorong kegiatan ekonomi yang mengedepankan keadilan 

dan kemanfaatan (Mubarok,dkk. 2024). Setiap transaksi yang 

dilakukan harus terhindar dari praktik riba, maysir, gharar, kezaliman, 

maupun kegiatan yang berkaitan dengan objek yang diharamkan. Hal 

tersebut menjadi salah satu pembeda utama antara lembaga keuangan 

syariah dan lembaga keuangan konvensional, khususnya dalam hal 

akad yang digunakan, cara memperoleh keuntungan, pembagian 

risiko, serta penerapan ketentuan syariah dalam kegiatan 

operasionalnya. 

Dalam ekonomi Islam, persoalan keuangan tidak hanya berkaitan 

dengan aspek keuntungan, tetapi juga berhubungan dengan nilai 

moral dan etika dalam menjalankan kegiatan ekonomi (Karim, 2017). 

Harta pada dasarnya merupakan amanah sehingga penggunaannya 

perlu ditempatkan pada kegiatan yang dibenarkan oleh syariah dan 

memberikan manfaat. Atas dasar pemikiran tersebut, lembaga 

keuangan syariah memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar 

institusi yang menjalankan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, di 

dalamnya terdapat nilai amanah, keadilan, keseimbangan, serta 

kemaslahatan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan 

ekonomi (Mubarok,dkk. 2024). Keuntungan yang diperoleh oleh suatu 

pihak tidak semestinya muncul melalui kerugian atau ketidakadilan 

yang di bebankan kepada pihak lain. Oleh sebab itu, hubungan antara 

lembaga keuangan dengan nasabah perlu didasarkan pada akad yang 

dipahami oleh kedua belah pihak, kesepakatan yang wajar, serta 

pelaksanaan hak dan kewajiban secara proposional.  

Landasan hukum perbankan syariah di Indonesia salah satunya 

terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa 
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kegiatan perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah, demokrasi 

ekonomi dan prinsip kehati-hatian (Republik Indonesia, 2008). 

Prinsip syariah berkaitan dengan ketentuan hukum Islam yang dalam 

penerapannya mengacu pada fatwa lembaga yang mempunyai 

kewenangan dalam menetapkan prinsip syariah. Adapun demokrasi 

ekonomi mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan 

kemanfaatan. Landasan tersebut memperlihatkan bahwa 

penyelenggaraan lembaga keuangan syariah tidak semata-mata 

berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga diarahkan 

untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat (Eldon Mokhamad 2026,dkk.).  

Jika dilihat dari fungsi ekonominya, lembaga keuangan syariah 

berperan sebagai perantara antara masyarakat yang mempunyai dana 

dan masyarakat yang memerlukan dana. Peran tersebut dikenal 

sebagai fungsi intermediasi. Dana yang berhasil dihimpun dari 

masyarakat kemudian dikelola dan disalurkan melalui berbagai 

bentuk pembiayaan atau investasi yang menggunakan akad sesuai 

dengan ketentuan syariah (Ismail, 2018). Dengan mekanisme 

tersebut, dana yang sebelumnya hanya tersimpan dapat dialihkan ke 

kegiatan yang lebih produktif. Pada akhirnya, penyaluran dana 

tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan usaha dan 

menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. 

Salah satu hal yang membedakan lembaga keuangan syariah 

dengan lembaga keuangan lainnya adalah kedudukan akad dalam 

setiap transaksi (Nadhifah, T. dkk, 2024). Akad menjadi dasar yang 

mengatur hubungan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Di 

dalam akad terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban, objek 

transaksi, cara memperoleh keuntungan, pembagian risiko, sampai 

dengan langkah yang ditempuh apabila terjadi perselisihan. Karena 

itu, penerapan produk keuangan syariah tidak cukup hanya dengan 

memberikan nama atau istilah yang berhubungan dengan syariah. 

Struktur akad, proses pelaksanaan, mekanisme transaksi, dan praktik 

di lapangan harus berjalan sesuai dengan prinsip yang mendasarinya. 

Apabila terdapat perbedaan antara akad yang disepakati dengan 

praktik yang dilakukan, maka dapat muncul persoalan dalam aspek 

kepatuhan syariah (Karim, 2017).  
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Fikih Rahn  

Gadai dalam Islam dikenal dengan istilah rahn. Menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah atau disingkat KHES, rahn adalah saat 

pemberi pinjaman menguasai barang yang dimiliki oleh peminjam 

sebagai jaminan(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II, 2008, p. 

pasal 20 ayat 14). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 

atau dikenal juga sebagai DSN-MUI, memahami rahn sebagai cara 

untuk menyimpan barang sebagai jaminan atas utang. Fatwa ini 

dikeluarkan karena adanya kebutuhan untuk memiliki pedoman 

dalam melakukan rahn di Lembaga Keuangan Syariah, yang 

selanjutnya disebut LKS (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 

25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn., 2002). 

Selain itu, para fuqoha juga memberikan beberapa penjelasan 

mengenai rahn. Menurut al-Jazairi, dalam bahasa, rahn berarti al-

ṡubūt, al-dawām yaitu tetap dan kekal (al-Jazairī, 2004). Kata tersebut 

juga bisa diartikan sebagai al-ḥabsu dan al-luzūm, yang berarti 

menahan dan tetap (al-Zuhaylī, 2008). Dalam istilah syariah, rahn 

adalah menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomis menurut 

syariah sebagai jaminan untuk utang (al-Jazairī, 2004; al-Zuhaylī, 

2008). Barang tersebut bisa digunakan sebagai pembayaran utang jika 

pihak yang berutang tidak mampu melunasi utangnya (al-Jazairī, 

2004; al-Zuhaylī, 2008; Nawawi, 2012). 

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa gadai itu diperbolehkan 

sebagaimana dalam Q. S. Al-Baqarah: 283: 

نْتُمْ  وَاِن ْ۞ 
ُ

ى  ك
ٰ
مْ  سَفَرٍ  عَل

َ
ل دُوْا وَّ جِ

َ
اتِبًا  ت

َ
ٌ ك قْبُوْضَةٌ  فَرِهٰن   ۗ   مَّ

“Dan jika kamu sedang bepergian dan kamu tidak memperoleh seorang juru 

tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.” (1997) 

 

Di samping itu, juga terdapat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim: 

 

 الى  طعاما يهودي من اشترى. م.ص النبي أنّ  عنها الله رضي  عائشة عن

  (al-Bukhōri, 2014))رواه البخاري( أجل, ورهنه  درعه 
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“Dari ‘Aisyah  r.a., menyampaikan bahwa Rasulullah SAW. Membeli 

makanan dari seorang Yahudi dengan kesepakatan pembayaran 

dilakukan di masa yang akan datang dan sebagai jaminan Nabi 

menyerahkan sebuah baju besi kepadanya sebagai jaminan.” (H.R. 

Bukhari)(al-Zabidi, 2013) 

 

Hakikat Rahn  

Makna rahn menurut keempat mazhab meliputi makna secara 

etimologis dan terminologis. Secara etimologi rahn berarti menahan 

seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Muddasir: 38 yang menjelaskan 

bahwa setiap jiwa tertahan untuk masuk surga pada hari kiamat 

karena perbuatan yang telah dilakukannya selama hidup di dunia 

hingga saat dihisab kelak(al-Bugā et al., 2019). Rahn secara etimologis 

juga dimaknai sebagai tetap atau menahan. Adapun makna rahn 

secara terminologi adalah menahan barang dengan cara yang benar 

sehingga barang tersebut dapat digunakan serta memungkinkan 

untuk dimanfaatkan atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis 

menurut syara sebagai jaminan atas hutang yang mana hutang 

tersebut dapat dibayar baik sebagian maupun seluruhnya dengan 

barang yang bernilai ekonomis (al-Jazairī, 2004; al-Zuhaylī, 2008). 

Menurut mazhab syafi’iyah, rahn adalah mempercayakan barang 

yang memiliki nilai uang sebagai jaminan untuk utang. Jika seseorang 

tidak bisa membayar utangnya, maka barang tersebut bisa digunakan 

untuk melunasi utangnya. Menurut aliran Syafi'iyah, jaminan dalam 

rahn harus berupa barang nyata dan bukan hanya manfaatnya saja (al-

Nawawi, 2002; al-Zuhaylī, 2008). Rahn menurut mazhab Hanafiyah 

adalah harta yang digunakan sebagai jaminan untuk hutang, dan jika 

suatu saat terjadi kesulitan membayar hutang tersebut, maka nilai 

harta itu bisa diambil (al-Zuhaylī, 2008). Selanjutnya, mazhab 

Malikiyah melihat rahn sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis 

dan diberikan kepada orang lain sebagai jaminan untuk hutang (al-

Zuhaylī, 2008). 

Berdasarkan penjelasan di atas, rahn adalah sebuah perjanjian 

atau kontrak di mana barang bernilai tinggi digunakan sebagai 

jaminan untuk utang.Jika utang tidak dibayar, barang tersebut akan 
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Pendahuluan  

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank 

yang menyediakan pembiayaan kepada masyarakat dengan 

menggunakan barang bernilai sebagai jaminan berdasarkan prinsip 

syariah. Dalam kerangka lembaga keuangan syariah, Pegadaian 

Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga 

pembiayaan konvensional karena hubungan antara lembaga dan 

nasabah dibangun berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip 

syariah. Soemitra (2017) menempatkan Pegadaian Syariah sebagai 

bagian dari lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia, 

sedangkan Ascarya (2021) menjelaskan bahwa pemilihan akad 

menjadi unsur penting dalam menentukan karakteristik produk dan 

hubungan hukum dalam transaksi keuangan syariah. 

Dalam praktiknya, akad rahn menjadi salah satu dasar utama 

pembiayaan dengan jaminan. Barang yang diserahkan oleh nasabah 

(rahin) kepada lembaga (murtahin) berfungsi sebagai jaminan atas 

kewajiban yang harus dipenuhi. Konsep tersebut merupakan bagian 

dari fikih muamalah yang mengatur hubungan ekonomi antarpihak 

berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan larangan terhadap 

transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maisir (Mardani, 2012). 

Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia kemudian 

ditandai dengan semakin beragamnya produk, layanan, dan pola 

pelayanan. Perkembangan tersebut mencakup gadai emas, 

pembiayaan produktif, pembiayaan UMKM, layanan investasi emas, 

serta pemanfaatan teknologi digital. Safitri & Wati (2023) 

menunjukkan bahwa perkembangan Pegadaian Syariah telah 

bergerak dari layanan gadai konvensional menuju layanan yang 

semakin beragam dan terdigitalisasi.  

 

Sejarah dan Perkembangan Kelembagaan Pegadaian 

Syariah 
Praktik penjaminan harta dalam transaksi pembiayaan telah dikenal 

sejak lama. Dalam hukum ekonomi Islam, mekanisme tersebut dikenal 

sebagai akad rahn, yaitu penempatan suatu aset yang mempunyai nilai 

ekonomi sebagai jaminan atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
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pihak yang menerima pembiayaan. Mardani (2012) menempatkan 

rahn sebagai bagian dari ruang lingkup fikih muamalah yang 

mengatur hubungan hukum dan ekonomi antara para pihak dalam 

transaksi. 

Dalam konteks kelembagaan modern, konsep tersebut kemudian 

berkembang menjadi layanan pembiayaan yang diselenggarakan oleh 

lembaga keuangan. Soemitra (2017) menjelaskan bahwa Pegadaian 

Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah nonbank 

yang memiliki fungsi menyediakan pembiayaan dengan prinsip gadai 

syariah. Keberadaan lembaga tersebut menjadi respons terhadap 

kebutuhan masyarakat akan sumber dana yang relatif mudah diakses 

dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. 

Perkembangan Pegadaian Syariah berlangsung sejalan dengan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan 

yang dapat menyediakan dana secara cepat dengan persyaratan yang 

relatif sederhana. Barang yang dimiliki masyarakat dapat digunakan 

sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus 

kehilangan kepemilikannya selama kewajiban dapat diselesaikan 

sesuai dengan akad. 

Perkembangan tersebut selanjutnya mendorong perubahan 

karakteristik kelembagaan. Pegadaian Syariah tidak lagi hanya 

berorientasi pada kebutuhan likuiditas jangka pendek, tetapi 

berkembang menjadi lembaga yang menyediakan berbagai produk 

pembiayaan dan layanan keuangan. Wahyuningsih et al. (2024) 

menunjukkan bahwa perkembangan Pegadaian Syariah juga ditandai 

oleh penggunaan teknologi dalam meningkatkan akses dan kualitas 

layanan. 

Dari perspektif industri, perkembangan tersebut menunjukkan 

bahwa Pegadaian Syariah semakin terintegrasi dengan sistem 

keuangan syariah nasional. Darma et al. (2024), melalui kajian 

perkembangan Pegadaian Syariah dalam sepuluh tahun terakhir, 

menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan yang mencerminkan 

perubahan lingkungan industri dan kebutuhan masyarakat. 

Perubahan kelembagaan juga terlihat dari semakin luasnya 

kelompok masyarakat yang dilayani. Pegadaian Syariah tidak hanya 

melayani kebutuhan individual, tetapi juga mengembangkan 
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Konsep, Regulasi, Implementasi, dan Studi Kasus Terkini 

Akad rahn merupakan instrumen jaminan dalam muamalah yang 

menempatkan harta bernilai sebagai pengikat kewajiban tanpa 

memindahkan kepemilikan barang jaminan kepada penerima 

jaminan. Di Indonesia, rahn berkembang dari konsep gadai syariah 

menjadi beragam struktur, seperti rahn emas, rahn tasjily, dan 

pembiayaan yang disertai rahn. Bab ini membahas landasan normatif 

rahn, kedudukan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 

tentang Rahn, Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, 

Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, serta Nomor 

92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. 

Pembahasan kemudian dihubungkan dengan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU P2SK 

beserta perubahannya, dan regulasi OJK tentang pergadaian. 

Perkembangan 2024–2026 memperlihatkan semakin kuatnya 

pengaturan industri pergadaian dan munculnya agenda DSN-MUI 

untuk mengintegrasikan empat fatwa rahn. Studi kasus pada gadai 

emas dan rahn tasjily menunjukkan bahwa isu penting dalam praktik 

bukan hanya legalitas akad, tetapi juga penetapan mu’nah/ujrah, 

transparansi, pemisahan fungsi akad, eksekusi marhun, dan 

perlindungan nasabah. Dengan pendekatan maqashid al-syariah, rahn 

dapat diposisikan sebagai instrumen perlindungan harta, akses 

pembiayaan, dan kemaslahatan ekonomi apabila struktur dan 

implementasinya konsisten dengan prinsip syariah. 

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menempatkan akad 

rahn sebagai salah satu instrumen penting dalam penyediaan 

pembiayaan berbasis jaminan. Rahn digunakan ketika pihak yang 

memiliki kewajiban menyerahkan atau mengikat suatu harta sebagai 

jaminan agar pihak yang memberikan pembiayaan memperoleh 

kepastian atas pelunasan. Dalam struktur ini, fungsi jaminan berbeda 

dari jual beli: kepemilikan marhun pada prinsipnya tetap berada pada 

rahin, sedangkan murtahin memperoleh hak menahan marhun sampai 

kewajiban diselesaikan (DSN-MUI, 2002). 

Rahn memiliki dasar normatif dalam QS. al-Baqarah [2]: 283 dan 

hadis Nabi Muhammad SAW mengenai baju besi Rasulullah yang 
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digadaikan ketika membeli makanan secara tangguh. Landasan 

tersebut menunjukkan bahwa penggunaan barang sebagai jaminan 

utang merupakan praktik yang diakui dalam muamalah. Namun, 

kebolehan tersebut tidak berarti setiap bentuk gadai otomatis sesuai 

syariah. Struktur biaya, pemanfaatan barang, kepemilikan, risiko 

kerusakan, dan mekanisme eksekusi tetap harus memenuhi ketentuan 

syariah (DSN-MUI, 2002a; DSN-MUI, 2014). 

Di Indonesia, kebutuhan akan kepastian operasional melahirkan 

fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan bagi lembaga keuangan 

syariah. Fatwa Nomor 25/2002 mengatur rahn secara umum, Fatwa 

Nomor 26/2002 mengatur rahn emas, Fatwa Nomor 68/2008 

mengatur rahn tasjily, dan Fatwa Nomor 92/2014 mengatur 

pembiayaan yang disertai rahn. Keempat fatwa tersebut membentuk 

fondasi normatif yang kemudian berinteraksi dengan hukum positif 

dan regulasi industri. 

Perkembangan regulasi industri pergadaian juga semakin 

dinamis. POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian 

menggantikan kerangka sebelumnya dan mengatur perusahaan 

pergadaian, termasuk kemungkinan konversi menjadi perusahaan 

pergadaian syariah dan pembentukan unit usaha syariah. POJK Nomor 

29 Tahun 2025 kemudian melakukan penyesuaian terhadap POJK 

tersebut untuk membuat pengaturan lebih adaptif dan proporsional 

(OJK, 2024; OJK, 2025). 

Perkembangan paling mutakhir terjadi pada September 2026. 

MUI melaporkan bahwa Rapat Pleno DSN-MUI ke-61 membahas 

penggabungan empat fatwa rahn untuk menyesuaikan regulasi 

syariah dengan perkembangan bisnis modern. Karena informasi 

tersebut merupakan perkembangan yang sangat baru, naskah ini 

membedakan secara tegas antara fatwa yang telah berlaku dan agenda 

integrasi fatwa yang sedang diperbarui (MUI, 2026). 

 

Konsep Dasar Akad Rahn 

Secara bahasa, rahn bermakna tertahan atau tetap. Dalam terminologi 

fikih muamalah, rahn adalah akad yang menjadikan suatu harta 

bernilai sebagai jaminan atas kewajiban, sehingga apabila pihak yang 
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Pengertian dan Kedudukan Marhun dalam Akad Rahn  

Al Marhun merupakan Rahn atau barang yang digadaikan, barang ini 

digunakan rahin untuk dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan 

hutang (Kartika dkk., 2023). Dalam fatwa DSN-MUI No 25/DSN-

MUI/III/2002 mengenai rahn, dijelaskan bahwa dalam hak untuk 

menahan barang gadai (marhun) diberikan seluruhnya kapada pihak 

penerima barang gadai (Murtahin) sampai batas waktu pelunasan 

hutang oleh Rahin (yang memberikan barang). Selanjutnya, objek 

gadai (marhun) beserta manfaat yang melekat padanya pada 

hakikatnya merupakan hak milik pemberi gadai (rahin). Oleh karena 

itu, secara prinsip murtahin tidak diperkenankan memanfaatkan 

marhun, kecuali memperoleh izin dari rahin. Pemanfaatan tersebut 

juga tidak boleh menyebabkan berkurangnya nilai marhun. Pada 

dasarnya, manfaat yang diperoleh murtahin hanya diperbolehkan 

dalam batas yang wajar sebagai kompensasi atas biaya pemeliharaan 

dan perawatan terhadap objek gadai. (Mahkamah agung. Nomor 2 

Tahun 2008) (Alexander, dkk., 2023). 

Landasan lain berasal dari Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan 

oleh Al Bukhari, at Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang 

artinya “Punggung (boleh) ditunggangi sesuai dengan biaya (yang 

dikeluarkan) apabila ia digadaikan dan susunya (boleh) diminum 

sesuai dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan dan 

bagi hutang yang menanggungi dan yang meminum susunya (wajib) 

memberikan/pengeluaran biayanya”. Dan juga Hadist yang 

diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari Abu Hurairah yang artinya: 

“jika gadai itu seekor kambing, orang yang memegang agunan itu, 

boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

pemeliharaan kambing tersebut. Apabila susu yang diambil melebihi 

biaya pemeliharaan, maka kelebihannya itu menjad riba” (Alexander, 

dkk., 2023).  

Menurut pendapat ulama syafi’iyah yang memiliki hak atas 

manfaat barang gadai (marhun) adalah rahin, walaupun marhun itu 

berada di bawah kekuasaan murtahin. Hal ini berdasarkan hadist 

Rasulullah SAW, berikut ini: Dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW 

bersabda “Gadai itu tidak menutup yang memiliki dari manfaat barang 
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itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung 

jawabkan segalanya”. (HR. Al Hakim dan Daruqutnya). Dari Umar 

bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Hewan seseorang tidak boleh 

diperah tanpa seizin pemiliknya”. Menurut Hadist diatas, barang gadai 

(marhun) hanya dijadikan jaminan atau amanh bagi penerima gadai 

(murtahin), sedangkan kepemilikan tetap berada di tangan rahin. 

Dengan demikian rahin mempunyai manfaat atau hasil dari barang 

yang digadaikan. Pengurangan nilai atau harga barang yang 

digadaikan tidak diperbolehkan kecuali dengan persetujuan pemilik 

barang yang digadaikan (Latifah dkk., 2024).  

Marhun (barang gadai) pada hakikatnya merupakan amanah 

yang dititipkan oleh rahin (pemberi gadai) kepada murtahin 

(penerima barang gadai) sebagai jaminan atas kewajiban yang harus 

dipenuhi, bukan sebagai sarana bagi murtahin untuk memperoleh 

keuntungan dari barang tersebut. Hak kepemilikan beserta manfaat 

marhun tetap berada pada rahin selama tidak terdapat ketentuan atau 

izin yang membenarkan pemanfaatannya oleh murtahin. Oleh karena 

itu, pengelolaan marhun seharusnya dilaksanakan dengan prinsip 

amanah, keadilan, transparansi, dan kehati-hatian, sehingga 

keberadaan barang jaminan benar-benar berfungsi untuk menjamin 

pelunasan utang tanpa menghilangkan hak pemiliknya. 

 

Kriteria Barang yang Dapat Dijadikan Marhun  

Akad Rahn (gadai syariah), ada 4 unsur yang harus dipenuhi, yaitu 

raahin (pemberi gadai), pihak penerima gadai (murtahin), barang 

jaminan yang disebut marhun, serta objek utang yang dijamin yang 

disebut marhun bihi. Dari masing-masing unsur tersebut memiliki 

ketentuan yang harus dipenuhi, Adapun syarat-syaratnya 

diantaranya: 

 

Tabel 5.1: Syarat-Syarat Akad Rahn 

No Rukun Penjelasan Syarat 
1. Raahin Pihak yang 

menyerahkan barang 
sebagai jaminan atau 
pihak pemberi gadai. 

Memiliki akal sehat dan telah 
mencapai usia baligh, 
melakukan tindakan 
berdasarkan kehendak dan 
kemauan sendiri tanpa adanya 
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Rahn emas merupakan transaksi jaminan dalam kegiatan 

keuangan syariah dengan emas sebagai marhun atau barang jaminan. 

Dalam praktiknya, emas yang diserahkan rahin kepada murtahin 

menjadi jaminan atas kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, 

operasional rahn emas tidak hanya berkaitan dengan akad, tetapi juga 

mencakup pemeriksaan barang, penaksiran nilai, pencatatan, 

penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaan risiko. 

Emas punya nilai ekonomi yang dipengaruhi oleh kadar, jenis, 

berat, kondisi fisik, dan harga emas. (Syah & Patiwi, 2022) 

menunjukkan bahwa penaksiran perhiasan emas mempertimbangkan 

harga emas, golongan, karatase, jenis barang, serta kondisi fisik. 

Karena itu, penaksiran harus dilakukan secara cermat agar nilai 

jaminan yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan. Selain 

penaksiran, keamanan barang selama berada dalam penguasaan 

murtahin juga menjadi hal penting. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-

MUI/III/2002 menetapkan bahwa rahn emas diperbolehkan 

berdasarkan prinsip rahn, sedangkan biaya penyimpanan marhun 

ditanggung rahin berdasarkan pengeluaran yang benar-benar 

diperlukan dan dilakukan melalui akad ijarah (Fatwa – Laman 15 – 

DSN-MUI, t.t.).  

 

Standar Penaksiran Emas 

Penaksiran merupakan proses menentukan nilai ekonomis emas yang 

dijadikan jaminan. Hasilnya menjadi dasar dalam menentukan nilai 

jaminan dan besarnya pembiayaan sesuai kebijakan lembaga. 

Penaksiran harus mempertimbangkan kondisi barang secara 

menyeluruh agar tidak merugikan nasabah maupun lembaga. Secara 

umum, unsur yang diperhatikan meliputi keaslian, kadar, berat, 

kondisi fisik, jenis barang, harga emas, serta kompetensi penaksir. 

1. Pemeriksaan Keaslian dan Kondisi Fisik Emas 

Pemeriksaan keaslian merupakan tahap awal untuk memastikan 

bahwa barang yang diterima benar-benar mengandung emas dan 

memenuhi persyaratan sebagai jaminan. Pemeriksaan tidak cukup 

hanya berdasarkan penampilan, tetapi perlu menggunakan metode 

atau alat pengujian yang sesuai. Selain keaslian, kondisi fisik juga 
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perlu diperhatikan karena perhiasan dapat mengalami patah, 

goresan, perubahan bentuk, atau mempunyai bagian tambahan 

yang bukan emas. Kondisi tersebut perlu dicatat agar keadaan 

barang saat diterima dapat dibandingkan ketika dikembalikan. 

2. Penentuan Kadar atau Karatase Emas 

Kadar menunjukkan tingkat kandungan emas dalam suatu barang 

dan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan nilainya. 

Dua barang dengan berat yang sama dapat mempunyai nilai 

berbeda apabila kadar emasnya berbeda. Oleh sebab itu, pengujian 

kadar harus dilakukan secara teliti dengan metode dan peralatan 

yang sesuai. Hasil pengujian kemudian dicatat dalam data barang 

jaminan untuk menghindari ketidaksesuaian antara kondisi fisik 

dan administrasi. Karatase sendiri merupakan salah satu faktor 

yang digunakan dalam penaksiran nilai gadai emas (Syah & Patiwi, 

2022). 

3. Penentuan Berat Emas  

Berat emas merupakan unsur penting dalam perhitungan nilai 

jaminan. Penimbangan perlu menggunakan alat yang memiliki 

ketelitian memadai dan memperhatikan adanya komponen lain 

pada perhiasan, seperti batu atau bahan tambahan yang bukan 

emas. Hasil penimbangan harus dicatat dan disesuaikan dengan 

data administrasi. Ketelitian pada tahap ini penting karena 

perbedaan berat dapat memengaruhi nilai akhir barang. 

4. Peralatan dan Metode Penaksiran 

Peralatan penaksiran digunakan untuk membantu pemeriksaan 

keaslian, kadar, dan berat emas. Peralatan harus sesuai dengan 

kebutuhan dan dipelihara agar hasil pemeriksaan tetap akurat. 

Penggunaan sistem digital juga dapat membantu pencatatan dan 

perhitungan, tetapi ketepatan hasil tetap bergantung pada data 

yang dimasukkan dan kemampuan petugas. Oleh karena itu, 

teknologi berfungsi sebagai alat bantu, sedangkan proses 

penaksiran tetap memerlukan pemeriksaan dan pertimbangan 

petugas yang kompeten. 

5. Penentuan Harga Emas 

Harga emas menjadi salah satu dasar dalam menentukan nilai 

jaminan. Harga yang digunakan harus mempunyai dasar yang jelas 
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Pendahuluan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang 

punggung perekonomian Indonesia. Pernyataan bahwa UMKM 

merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia memang 

didukung data kontribusi terhadap PDB sebesar 61% dan serapan 

tenaga kerja mencapai 97%, namun narasi ini perlu dilihat secara 

kritis karena menyimpan berbagai paradoks dan kelemahan 

struktural yang mendasar.  

Pertama, dari sisi kontribusi PDB, alih-alih menunjukkan 

pertumbuhan yang kokoh, data justru menunjukkan stagnasi bahkan 

penurunan dari 61,07% (2020) menjadi 60,34% (2021-2022) 

sebelum meningkat tipis ke 61,00% (2024-2025), yang 

mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah pelaku UMKM tidak 

diikuti oleh peningkatan produktivitas yang signifikan (Databoks, 

2025; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023).  

Kedua, dari sisi struktur usaha, fakta menunjukkan bahwa 99,7% 

UMKM masih berada pada skala mikro dengan hasil penjualan 

tahunan sampai dengan Rp2 miliar, yang berarti mayoritas pelaku 

usaha berada dalam kondisi rentan, berproduktivitas rendah, dan 

memiliki daya tahan yang rapuh terhadap guncangan ekonomi, 

sehingga lebih tepat disebut sebagai "fondasi yang rapuh" daripada 

"tulang punggung" yang kokoh (Kementerian UMKM, 2024).  

Ketiga, meskipun menyerap 97% tenaga kerja nasional, 

konsentrasi tenaga kerja justru terjadi di usaha mikro yang menyerap 

97,85% dari total tenaga kerja UMKM, dengan produktivitas rendah 

dan terkonsentrasi di Pulau Jawa (56,95%), sehingga belum menjadi 

solusi pemerataan ekonomi antar wilayah (Databoks, 2025).  

Keempat, paradoks paling mencengangkan adalah ketimpangan 

antara kontribusi ekonomi dan kontribusi fiskal, di mana pada tahun 

2025 UMKM menyumbang 61,07% terhadap PDB atau Rp8.573,89 

triliun, namun realisasi PPh Final UMKM hanya Rp13,5 triliun atau 

sekitar 1,12% dari total PPh nasional Rp1.209 triliun, yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih berada di sektor 

informal, sulit didata, dan belum terintegrasi ke dalam sistem 

perpajakan nasional (Media Indonesia, 2026).  
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Kelima, di tengah gelombang disrupsi digital, mayoritas UMKM 

belum siap berkompetisi karena target digitalisasi 30 juta unit dari 

total 65 juta unit UMKM masih jauh dari proporsi yang signifikan, dan 

tanpa kesiapan memadai, digitalisasi justru menjadi medan kompetisi 

yang brutal dengan produk global yang masuk melalui platform digital 

(Kompas.com, 2026; UMKM Indonesia, 2025).  

Dengan demikian, meskipun UMKM memiliki peran penting 

dalam perekonomian, menyebutnya sebagai "tulang punggung" 

adalah simplifikasi berlebihan yang mengabaikan realitas struktural 

bahwa UMKM lebih tepat disebut sebagai "jaring pengaman sosial" 

atau "penyangga ekonomi" yang masih memerlukan transformasi 

besar dalam hal produktivitas, formalisasi usaha, kapasitas digital, dan 

kepatuhan pajak agar benar-benar menjadi tulang punggung yang 

kokoh dan berkelanjutan (RRI, 2026). 

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2019), UMKM 

menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional dan 

berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019). Namun, akses 

terhadap permodalan masih menjadi kendala utama bagi pelaku 

UMKM, terutama karena persyaratan perbankan yang ketat dan 

keterbatasan agunan yang dimiliki. Dalam konteks inilah gadai syariah 

hadir sebagai alternatif solusi pembiayaan yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam sekaligus menjawab kebutuhan likuiditas 

masyarakat menengah ke bawah. 

Gadai syariah, yang dalam fikih dikenal dengan akad rahn, 

merupakan sistem pembiayaan jangka pendek dengan menjadikan 

barang berharga sebagai jaminan (marhun) tanpa melibatkan unsur 

riba, gharar, maupun maisir (Antonio, 2001). Keberadaan rahn bukan 

sekadar solusi kebutuhan likuiditas masyarakat, tetapi juga bukti 

konkret bagaimana ajaran fikih klasik dapat diimplementasikan ke 

dalam layanan keuangan modern yang inklusif. Praktik gadai telah 

dikenal sejak zaman Jahiliyah dan kemudian diakui serta diatur dalam 

Islam dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan bagi kedua 

belah pihak. 

Bab ini akan menguraikan secara komprehensif landasan teori 

gadai syariah, implementasinya dalam pembiayaan UMKM dengan 
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Tata Kelola Lembaga Pegadaian Syariah dan Peran Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) 
Tata kelola Pegadaian Syariah tidak hanya berkaitan dengan 

pengelolaan perusahaan, tetapi juga memastikan seluruh kegiatan 

usaha berjalan sesuai regulasi dan prinsip syariah. Sebagai 

perusahaan pergadaian, kegiatan usaha berada dalam pengawasan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan POJK Nomor 39 Tahun 

2024 tentang Pergadaian sebagaimana telah diubah melalui POJK 

Nomor 29 Tahun 2025 (OJK, 2025). 

Kepatuhan syariah menjadi bagian penting dalam tata kelola 

Pegadaian Syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

berperan memastikan kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip dan 

ketentuan syariah yang berlaku. DPS tidak menjalankan fungsi 

operasional, tetapi melakukan pengawasan, memberikan nasihat, 

serta menyampaikan rekomendasi kepada manajemen sebagai bagian 

dari mekanisme check and balance (DSN-MUI, 2002; OJK, 2024). 

Efektivitas DPS tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya 

secara formal, tetapi juga oleh kompetensi, independensi, akses 

informasi, kualitas pengawasan, dan tindak lanjut atas rekomendasi. 

Oleh karena itu, bab ini membahas tata kelola Pegadaian Syariah, 

kedudukan dan fungsi DPS, mekanisme pengawasan syariah, 

hubungan DPS dengan manajemen dan regulator, serta tantangan 

dalam meningkatkan efektivitas pengawasan syariah (Irfandi & 

Rahman, 2025). 

 

Kerangka Tata Kelola Pegadaian Syariah  
1. Tata Kelola sebagai Sistem Pengendalian Lembaga 

Tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan mekanisme 

yang mengatur hubungan antara organ perusahaan, manajemen, 

pemegang saham, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam 

industri pergadaian, tata kelola diperlukan untuk memastikan 

perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung 

jawab, menerapkan pengendalian internal, mengelola risiko, dan 

memenuhi ketentuan regulator. POJK Nomor 39 Tahun 2024 

menempatkan tata kelola sebagai bagian penting dalam 

penyelenggaraan kegiatan usaha pergadaian (OJK, 2024). 
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Pada Pegadaian Syariah, sistem tata kelola memiliki 

karakteristik tambahan karena terdapat kewajiban menjaga 

kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, tata kelola 

tidak hanya mengatur hubungan antara organ perusahaan dan 

manajemen, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk menguji 

kesesuaian aktivitas perusahaan dengan prinsip syariah. Fungsi 

tersebut membutuhkan keterlibatan DPS sebagai unsur 

pengawasan syariah (OJK, 2024; DSN-MUI, 2002). 

Tata kelola yang baik memungkinkan setiap fungsi dalam 

perusahaan memiliki batas kewenangan yang jelas. Manajemen 

menjalankan kegiatan usaha, fungsi kepatuhan melakukan 

pengendalian kepatuhan, audit internal melakukan pemeriksaan 

internal, sementara DPS memberikan pengawasan khusus dari 

perspektif syariah. Pembagian tersebut mengurangi kemungkinan 

terjadinya tumpang tindih fungsi dan memperkuat mekanisme 

pengendalian dalam perusahaan (OJK, 2024). 

 

2. Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Tanggung Jawab 

Transparansi merupakan salah satu unsur penting dalam tata 

kelola karena memungkinkan pihak yang berkepentingan 

memperoleh informasi yang relevan mengenai kegiatan 

perusahaan. Dalam perusahaan pergadaian, transparansi 

berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan usaha, kondisi 

perusahaan, serta hubungan perusahaan dengan nasabah. 

Kewajiban penyampaian informasi tersebut menjadi bagian dari 

kerangka pengawasan OJK terhadap industri pergadaian (OJK, 

2024). 

Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, kewenangan, 

dan pertanggungjawaban setiap organ dalam perusahaan. 

Pengambilan keputusan tidak boleh hanya berorientasi pada 

pencapaian target bisnis, tetapi juga harus dapat 

dipertanggungjawabkan dari sisi hukum, tata kelola, dan prinsip 

syariah. Dalam konteks ini, DPS memiliki fungsi pengawasan yang 

melengkapi mekanisme pertanggungjawaban manajemen (Irfandi 

& Rahman, 2025). 
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Pendahuluan  

Industri pergadaian dan pembiayaan dengan jaminan memiliki 

karakteristik yang berbeda dari kegiatan pembiayaan biasa. Nilai 

transaksi tidak hanya bergantung pada kemampuan peminjam 

mengembalikan kewajiban, tetapi juga pada kualitas barang yang 

dijadikan jaminan, ketepatan penaksiran, keamanan penyimpanan, 

serta kondisi pasar ketika barang harus dijual. Karena itu, pengelolaan 

risiko perlu dipandang sebagai satu rangkaian proses yang saling 

berhubungan. Risiko dalam kegiatan pergadaian dapat muncul sejak 

calon nasabah mengajukan pinjaman. Kesalahan identifikasi, 

penilaian barang yang terlalu tinggi, atau dokumen yang tidak 

memadai dapat menciptakan masalah pada tahap berikutnya. Setelah 

transaksi terjadi, risiko dapat berkembang menjadi risiko operasional 

apabila terjadi kesalahan pencatatan, kerusakan barang, kehilangan, 

gangguan sistem, atau kecurangan. Pada saat yang sama, kemampuan 

nasabah untuk memenuhi kewajibannya menentukan muncul atau 

tidaknya risiko kredit. Jika barang jaminan harus dilelang atau dijual, 

perubahan harga pasar dapat menyebabkan nilai realisasi lebih 

rendah daripada nilai yang sebelumnya diperkirakan. 

Oleh sebab itu, manajemen risiko tidak cukup dilakukan hanya 

dengan pemeriksaan administrasi. Organisasi harus mempunyai 

kebijakan, batas toleransi, prosedur, informasi yang memadai, 

pengawasan, serta mekanisme evaluasi. Prinsip ini sejalan dengan 

pendekatan Basel yang menempatkan risiko kredit, pasar, dan 

operasional sebagai bagian penting dari kerangka pengelolaan risiko. 

OJK juga menempatkan manajemen risiko sebagai salah satu fondasi 

penguatan industri pergadaian Indonesia. Pada bab ini membahas tiga 

kelompok risiko utama yang sangat relevan dengan kegiatan berbasis 

barang jaminan, yaitu risiko operasional, risiko kredit, dan risiko 

fluktuasi harga pasar barang jaminan. Pembahasan diarahkan pada 

pemahaman konsep, sumber risiko, proses identifikasi dan 

pengukuran, teknik mitigasi, contoh penerapan, serta indikator yang 

dapat digunakan untuk monitoring. Tujuan pembahasan adalah 

membantu pembaca memahami bahwa risiko bukan sekadar 

kemungkinan kerugian. Risiko merupakan bagian dari keputusan 
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bisnis yang harus dikenali, diukur, dikendalikan, dan dipantau. 

Pengelolaan yang baik memungkinkan lembaga tetap memberikan 

layanan pembiayaan dengan cepat, tetapi tetap menjaga kualitas aset, 

keamanan barang jaminan, kepatuhan, dan keberlanjutan usaha. 

 

Konsep Dasar Manajemen Risiko 

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menghadapi 

ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan 

organisasi. Dalam praktiknya, manajemen risiko mencakup kegiatan 

mengenali sumber risiko, menilai kemungkinan dan dampaknya, 

menentukan prioritas, memilih respons, melakukan pemantauan, dan 

memperbaiki pengendalian berdasarkan hasil evaluasi. Pada bisnis 

pergadaian, konsep tersebut perlu diterapkan sepanjang siklus 

transaksi. Siklus dimulai dari penerimaan calon nasabah, identifikasi 

dan verifikasi, pemeriksaan barang, penaksiran, penetapan jumlah 

pinjaman, pencatatan, penyimpanan, pembayaran kembali, pelunasan 

atau perpanjangan, sampai dengan penjualan barang apabila 

kewajiban tidak diselesaikan sesuai ketentuan. Setiap tahapan 

mempunyai potensi kegagalan yang berbeda. 

Secara sederhana, risiko dapat dianalisis menggunakan dua 

dimensi: kemungkinan terjadinya kejadian dan besarnya dampak 

apabila kejadian tersebut terjadi. Matriks risiko dapat membantu 

organisasi menentukan prioritas. Risiko dengan kemungkinan tinggi 

dan dampak tinggi harus memperoleh perhatian paling besar. Namun, 

risiko yang jarang terjadi tetapi berpotensi menimbulkan kerugian 

sangat besar juga tidak boleh diabaikan. Prinsip penting berikutnya 

adalah risk appetite dan risk tolerance. Risk appetite menggambarkan 

tingkat dan jenis risiko yang bersedia diterima organisasi untuk 

mencapai tujuan bisnis. Risk tolerance merupakan batas 

penyimpangan yang masih dapat diterima. Misalnya, perusahaan 

dapat menetapkan batas toleransi tertentu untuk rasio barang 

bermasalah, selisih hasil penjualan terhadap nilai buku, atau tingkat 

kehilangan barang. Manajemen risiko juga membutuhkan pembagian 

peran. Pimpinan menetapkan arah dan kebijakan, unit bisnis 

menjalankan proses dengan memperhatikan kontrol, fungsi risiko 
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Standar dan Regulasi yang Menjadi Acuan 
1. Standar Akuntansi Keuangan Syariah 

Akuntansi pegadaian syariah menggunakan standar akuntansi yang 

relevan dengan karakteristik transaksi yang dilakukan. Karena 

transaksi pegadaian syariah dapat melibatkan lebih dari satu akad, 

perlakuan akuntansinya tidak cukup ditentukan hanya oleh nama 

produk, melainkan harus disesuaikan dengan substansi masing-

masing akad. Penelitian di berbagai cabang pegadaian syariah di 

Indonesia menunjukkan bahwa PSAK mengenai ijarah sering 

digunakan sebagai salah satu rujukan dalam perlakuan akuntansi 

atas pendapatan jasa yang terkait dengan transaksi rahn.  (Jati & 

Adnan, 2018; Isini & Karamoy, 2017; Yusuf & Muchran, 2018) 

Dalam konteks ini, standar akuntansi harus digunakan bersama 

dengan ketentuan syariah dan regulasi industri. Dengan kata lain, 

standar akuntansi menjawab bagaimana transaksi dicatat dan 

disajikan, sedangkan ketentuan syariah menentukan kesesuaian 

akad dan struktur transaksi dengan prinsip syariah. (Jati & Adnan, 

2018; Bhakti et al., 2024) 

 

2. Landasan Syariah Dalam Penentuan Perlakuan Akuntansi 

Akad rahn dalam praktik pegadaian syariah harus memperhatikan 

ketentuan dan prinsip yang ditetapkan dalam fatwa terkait. Fatwa 

berfungsi sebagai dasar substantif dalam menentukan hubungan 

antara pembiayaan, barang jaminan, biaya pemeliharaan, serta hak 

dan kewajiban para pihak.  (Khoirunnazilah et al., 2022; Yusuf & 

Muchran, 2018) 

Dalam praktik akuntansi, kepatuhan terhadap fatwa berarti 

bahwa pencatatan transaksi harus mencerminkan struktur akad 

yang sebenarnya. Apabila terdapat akad rahn dan akad jasa secara 

terpisah, maka pencatatan juga harus mampu membedakan hak 

tagih pembiayaan dari pendapatan jasa.  (Bhakti et al., 2024; Yusuf & 

Muchran, 2018) 

 

3. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan 

POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian sebagaimana telah 

diubah dengan POJK Nomor 29 Tahun 2025 merupakan salah satu 

dasar regulasi utama bagi industri pergadaian saat ini. Regulasi 
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tersebut mengatur antara lain kewajiban perusahaan dalam menjaga 

kesehatan usaha, melakukan penilaian kualitas pinjaman, serta 

menyampaikan laporan berkala dan laporan keuangan tahunan yang 

diaudit.  (OJK, 2024; OJK, 2025)  

Untuk aspek pelaporan berkala, SEOJK Nomor 

17/SEOJK.06/2025 mengatur laporan bulanan perusahaan 

pergadaian dan perusahaan pergadaian syariah. Ketentuan tersebut 

berlaku sejak 1 Desember 2025 dan mengatur bentuk serta susunan 

laporan bagi perusahaan pergadaian syariah melalui format 

tersendiri. Laporan yang diatur mencakup antara lain laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, analisis 

kesesuaian aset dan liabilitas, serta laporan lainnya sesuai 

ketentuan.  (OJK, 2025) 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaporan pegadaian 

syariah tidak hanya berorientasi pada laporan keuangan tahunan, 

tetapi juga pada kebutuhan pelaporan berkala kepada regulator. 

Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi perusahaan harus 

mampu menghasilkan data transaksi secara tepat waktu, konsisten, 

dan dapat ditelusuri.  (OJK, 2025) 

 

Perlakuan Akuntansi Transaksi Utama Pegadaian Syariah 

1. Pengakuan Pembiayaan atau Pinjaman yang Diberikan 

Pada saat pegadaian syariah menyerahkan dana kepada nasabah 

berdasarkan transaksi rahn, perusahaan pada dasarnya 

memperoleh hak tagih atas dana yang telah disalurkan. Oleh sebab 

itu, pencatatan dilakukan sebagai aset berupa pembiayaan atau 

pinjaman yang diberikan sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha 

dan kebijakan akuntansi perusahaan.  (Isini & Karamoy, 2017; 

Maurie & Hendra, 2025) 

 

Ilustrasi jurnal sederhana: 

Dr. Pinjaman/Pembiayaan Rahn yang Diberikan      Rp10.000.000 

    Cr. Kas/Bank                                               Rp10.000.000 

 

Pencatatan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana 

menimbulkan aset berupa hak tagih kepada nasabah dan 
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Pendahuluan  

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan 

tren peningkatan yang signifikan, salah satunya ditandai oleh 

meluasnya akses masyarakat terhadap instrumen pembiayaan 

berbasis syariah seperti gadai syariah (Rahn). Lembaga Rahn menjadi 

alternatif solusi keuangan inklusif yang diminati masyarakat luas 

karena prosedur pelayanannya yang relatif cepat, mudah, serta 

menawarkan skema transaksi yang terbebas dari unsur riba. 

Kehadiran lembaga ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dana 

mendesak bagi masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga 

mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi produktif bagi usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Namun, pesatnya pertumbuhan dan penetrasi jasa keuangan 

syariah tersebut belum diimbangi dengan tingkat pemahaman 

finansial yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Rendahnya 

indeks literasi keuangan syariah berpotensi menempatkan nasabah 

atau konsumen pada posisi yang rentan terhadap risiko finansial 

maupun kerugian teknis, seperti kesalahpahaman terkait penetapan 

biaya administrasi dan penyimpanan (ujrah). Kondisi ini semakin 

mengkhawatirkan apabila penyelenggara bisnis gadai syariah kurang 

menerapkan transparansi serta abai terhadap prinsip-prinsip etika 

bisnis Islam, yang pada akhirnya dapat memicu praktik ketidakadilan 

dan merugikan pihak konsumen. 

Oleh karena itu, pengintegrasian secara sistematis antara regulasi 

perlindungan konsumen, peningkatan literasi keuangan masyarakat, 

dan penerapan etika bisnis syariah menjadi aspek yang sangat 

fundamental. Sinergi ketiga elemen ini diperlukan untuk membangun 

ekosistem gadai syariah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 

Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai hak konsumen, 

literasi akad muamalah, serta tata kelola lembaga yang berintegritas, 

keberadaan bisnis gadai syariah dapat berkembang secara 

berkelanjutan sekaligus menjadi pilar perlindungan ekonomi bagi 

masyarakat. 
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Definisi Perlindungan Konsumen, Literasi Keuangan, dan 

Etika Bisnis Gadai Syariah 
Untuk membangun landasan berpikir yang jernih dan terstruktur 

dalam buku ini, keberadaan definisi operasional menjadi krusial. 

Batasan konseptual mengenai perlindungan konsumen, literasi 

keuangan, dan etika bisnis gadai syariah mutlak diperlukan guna 

menghindari bias penafsiran serta memberikan ruang lingkup yang 

jelas bagi pembaca. Ketiga pilar ini saling berkaitan secara integratif 

dalam membentuk tata kelola transaksi keuangan berbasis syariah 

yang adil, transparan, dan akuntabel. Pembahasan berikut menyajikan 

rumusan terminologi dasar yang menjadi fondasi dalam mengkaji 

interaksi antara nasabah dan lembaga pembiayaan gadai syariah. 

1. Perlindungan Konsumen  

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah 

hukum yang mengatur serta melindungi hak-hak konsumen dalam 

hubungan hukumnya dengan penyedia barang dan/atau jasa. 

Dalam konteks jasa keuangan, perlindungan konsumen mencakup 

regulasi dan mekanisme pencegahan kerugian nasabah akibat  

penyalahgunaan posisi pada jabatan yang dimiliki, ketidakjelasan 

klausula baku, maupun manipulasi informasi oleh pelaku usaha. 

Berdasarkan prinsip regulasi perlindungan konsumen jasa 

keuangan (seperti standar OJK dan prinsip perlindungan 

konsumen internasional/OECD). Adapun indikator perlindungan 

konsumen dapat dikelompokkan menjadi lima: 

a. Transparansi dan Keterbukaan Informasi meliputi: 

1) Penjelasan Rincian Akad & Biaya: Menyediakan informasi 

yang transparan mengenai besaran pinjaman, biaya 

administrasi, biaya penyimpanan/pemeliharaan (ujrah), 

hingga jangka waktu tanpa ada biaya tersembunyi (hidden 

fees). 

2) Kemudahan Akses Dokumen: Menyediakan ringkasan 

informasi produk dan salinan perjanjian akad yang mudah 

dipahami sebelum dan sesudah transaksi disepakati. 

3) Kejelasan Prosedur Eksekusi: Menjelaskan secara rinci 

skema penanganan barang jaminan (marhun) jika terjadi 

gagal bayar/wanprestasi sejak awal perjanjian. 
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Pendahuluan 

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan 

fundamental terhadap industri jasa keuangan. Digitalisasi tidak lagi 

hanya dipahami sebagai proses memindahkan layanan konvensional 

ke media elektronik, tetapi telah berkembang menjadi transformasi 

menyeluruh terhadap model bisnis, proses operasional, interaksi 

dengan nasabah, pengelolaan data, manajemen risiko, hingga pola 

pengawasan. Dalam konteks industri keuangan, perkembangan 

tersebut melahirkan ekosistem digital finance yang mempertemukan 

lembaga keuangan, perusahaan teknologi, penyedia sistem 

pembayaran, dan konsumen dalam suatu jaringan layanan yang 

semakin terintegrasi (Arner et al., 2016; Gomber et al., 2017). 

Fenomena tersebut juga terjadi pada lembaga pegadaian syariah. 

Pada awalnya, layanan rahn identik dengan interaksi langsung antara 

nasabah dan kantor cabang. Nasabah membawa barang jaminan 

(marhun), dilakukan penaksiran, akad dilaksanakan, pembiayaan 

diberikan, dan barang jaminan disimpan oleh lembaga. Digitalisasi 

kemudian mengubah sebagian besar tahapan tersebut. Informasi 

produk dapat diperoleh melalui aplikasi, pengajuan dapat dilakukan 

secara daring, pembayaran dapat dilakukan secara elektronik, dan 

nasabah dapat memantau status transaksi tanpa harus selalu 

mendatangi kantor cabang. 

Transformasi tersebut menjadi penting karena karakter 

masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan juga berubah. Konsumen 

semakin terbiasa dengan layanan yang cepat, fleksibel, transparan, 

dan dapat diakses melalui perangkat bergerak. Digitalisasi dengan 

demikian bukan sekadar strategi efisiensi lembaga, tetapi juga 

menjadi instrumen untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan 

memperluas akses keuangan (Vives, 2019; Thakor, 2020). 

Dalam konteks Indonesia, urgensi digitalisasi juga berkaitan 

dengan agenda inklusi keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi 

Keuangan 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan 

nasional mencapai 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangan 

mencapai 75,02%. Untuk keuangan syariah, indeks literasi tercatat 

39,11% dan indeks inklusi 12,88% (OJK & BPS, 2024). Angka tersebut 

menunjukkan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan 



Digitalisasi Pegadaian Syariah: Layanan Online, Aplikasi Mobile, dan Fintech Rahn 

 

171 Asmirawati 

syariah masih menghadapi tantangan. Digitalisasi dapat menjadi salah 

satu instrumen untuk memperkecil hambatan geografis, biaya 

transaksi, dan keterbatasan akses terhadap kantor layanan. 

Pegadaian syariah memiliki posisi strategis dalam proses 

tersebut karena rahn merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang 

relatif dekat dengan kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan 

likuiditas jangka pendek, pembiayaan usaha mikro, dan pengelolaan 

aset emas. Namun demikian, digitalisasi pegadaian syariah tidak dapat 

dilakukan hanya dengan mengadopsi teknologi. Digitalisasi harus 

tetap memperhatikan karakteristik akad rahn, kepemilikan dan 

penguasaan barang jaminan, biaya pemeliharaan (ujrah), 

perlindungan konsumen, keamanan data, serta kepatuhan terhadap 

prinsip syariah (DSN-MUI, 2001, 2002a, 2002b). 

Oleh karena itu, digitalisasi pegadaian syariah perlu dipahami 

sebagai proses transformasi yang mempertemukan tiga dimensi 

sekaligus, yaitu teknologi, bisnis, dan syariah. Keberhasilan digitalisasi 

bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan aplikasi, tetapi juga oleh 

kemampuan lembaga memastikan bahwa layanan digital tetap efisien, 

aman, transparan, mudah dipahami, dan sesuai dengan ketentuan 

syariah. 

 

Transformasi Digital Pegadaian Syariah 
1. Pengertian Transformasi Digital 

Transformasi digital merupakan proses penggunaan teknologi 

digital untuk mengubah secara signifikan cara organisasi 

menciptakan nilai, memberikan layanan, dan berinteraksi dengan 

pemangku kepentingan. Transformasi berbeda dari digitalisasi 

sederhana. Digitalisasi dapat berarti mengubah informasi atau 

proses analog menjadi digital, sedangkan transformasi digital 

mencakup perubahan model organisasi dan model bisnis secara 

lebih luas (Vial, 2019). Dalam industri keuangan, transformasi 

digital terlihat melalui penggunaan aplikasi mobile, cloud 

computing, analisis data, kecerdasan buatan, biometrik, open 

banking, teknologi pembayaran digital, dan berbagai bentuk 

financial technology (FinTech). Perkembangan tersebut 

menyebabkan batas antara lembaga keuangan tradisional dan 

perusahaan teknologi semakin kabur (Gomber et al., 2017). 
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Gadai di Indonesia 

Pelaksanaan gadai di Indonesia sudah terjadi jauh sebelum 

kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti 

Pangguluman B pada tahun 825 Saka (13 September 903 M) dan 

Prasasti Harahara tahun 888 Saka (12 Agustus 966 M) yang 

didalamnya menyebutkan tentang pelunasan gadai tanah. Prasasti-

prasasti tersebut menunjukan bahwa asal mula praktek gadai berasal 

dari kebiasaan masyarakat pada masa itu yang kemudian menjadi 

aktifitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau 

keperluan modal usaha yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat. 

Kebiasaan pelaksanaan gadai menjadi hukum yang hidup dan 

mengikat karena mereka memegang teguh praktek tersebut dan 

melakukannya secara bersama. Selain itu, pelaksanaan gadai pada 

masyarakat adat didukung adanya pola kekerabatan, sistem sosial, 

tradisi, nilai, cita-cita, tujuan hidup dan paradigma yang tumbuh di 

lingkungan mereka. 

Disamping itu, pada masa kerajaan Hindu yang dikuasai 

Aditiawarman dan pengaruh islam belum sampai, di Minangkabau 

sudah dikenal pagang gadai. Akan tetapi kebolehan prakteknya masih 

terbatas situasi tertentu dan atas izin mamak, seperti renovasi rumah 

gadang, ada keluarga yang meninggal, untuk keperluan menikahkan 

anak gadis atau menegakkan penghulu adat. 

Pagang gadai pada mulanya dianggap bertentangan dengan 

syariat islam, hal ini dikarenakan penerima gadai diperbolehkan 

untuk memanfaatkan barang gadai yang pada masa itu berupa sawah. 

Pemanfaatan tersebut dilakukan hingga masa pelunasan berakhir, 

disamping itu selama pemanfaatan gadai berlaku juga sistem bagi 

hasil panen antara pemegang gadai dengan penggadai. Hal ini dinilai 

memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, sehingga praktek 

pagang gadai masih berlangsung. 

Perkembangan praktek gadai pada masa selanjutnya dapat dilihat 

pada masa pemerintah Belanda yang mendirikan VOC atau 

Vereeniging Oast Indiche Compagnie.(Sutedi, 2011, p. 80) VOC 

bertujuan untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda, 

memperkuat posisi dalam melakukan monopoli perdagangan 
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rempah-rempah yang dapat membantu perekonomian Belanda. 

Monopoli tersebut berpengaruh pada kehidupan petani yang 

membutuhkan tambahan pendapatan karena tidak dapat bergantung 

hanya pada konsumsi rumahtangga. Keadaan ini mendesak kelompok 

petani terlibat dalam transaksi gadai, kredit bunga tinggi, pinjam 

meminjam dan lain sebagainya. 

 Awal mula berdirinya lembaga pegadaian di Indonesia pada 

masa VOC dibawah kekuasaan Gubernur Jendral Van Imhoff yang 

diberi nama Bank Van Leening pada 20 Agustus 1746 yang terletak di 

Batavia.(Sutedi, 2011, p. 80) Bank Van Leening merupakan lembaga 

keuangan yang memberikan kredit menggunakan sistem gadai. Pada 

tahun 1800 ketika Gubernur Jendral Daendels berkuasa, dia 

menetapkan peraturan yang berisi rincian macam-macam barang 

yang dapat digadaikan seperti kain, emas, perak dan lain sebagainya 

yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif singkat.(Sutedi, 2011, 

p. 80) 

Pada masa selanjutnya, ketika Inggris berkuasa (1811-1816) 

Bank Van Leening dibubarkan dan pemerintah Inggris dibawah 

kepemimpinan Raffles(Sutedi, 2011, p. 80) membuat aturan baru 

yakni setiap individu terutama keturunan Cina yang mendapat ijin 

dari pemerintah setempat atau liecentie stelsel boleh mendirikan 

lembaga pegadaian. Pembuatan ijin tersebut memberikan keuntungan 

tersendiri bagi pemerintah karena menjadi tambahan pendapatan 

pemerintah.(Sutedi, 2011, p. 80) Namun demikian, pada 

perkembangannya aturan tersebut banyak disalahgunakan dan 

menimbulkan maraknya praktek rentenir pada masa itu, sehingga 

memperburuk citra kolonial Inggris. Keadaan ini membuat Inggris 

mengganti kebijakan liecentie stelsel dengan pacth stelsel yaitu 

masyarakat yang mampu membayar pajak paling tinggi 

diperbolehkan mendirikan pegadaian. 

Ketika Belanda kembali menguasai Indonesia, kebijakan pacth 

stelsel dan keberadaan rentenir masih berlanjut. Melihat hal itu, 

pemerintah Belanda merubah metode pacth stelsel menjadi cultuur 

stelsel yang menegaskan bahwa pegadaian sebaiknya ditangani oleh 

pemerintah supaya mampu memberikan manfaat yang lebih besar 

dan perlindungan bagi masyarakat khususnya pihak 
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Pendahuluan 

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah 

yang memiliki peran dalam menyediakan alternatif pembiayaan 

kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran 

Pegadaian Syariah memberikan pilihan bagi masyarakat yang 

membutuhkan dana dengan mekanisme yang menggunakan akad 

sesuai syariah, khususnya melalui produk gadai. Perkembangan 

lingkungan bisnis menyebabkan Pegadaian Syariah menghadapi 

perubahan yang cukup signifikan. Perubahan teknologi digital, 

munculnya perusahaan fintech, meningkatnya persaingan lembaga 

keuangan, perubahan perilaku konsumen, perkembangan bisnis emas, 

serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan 

keuangan yang cepat dan mudah merupakan beberapa faktor yang 

memengaruhi masa depan Pegadaian Syariah. 

Dalam kondisi tersebut, Pegadaian Syariah tidak cukup hanya 

mempertahankan produk yang sudah ada. Lembaga harus mampu 

menciptakan inovasi, menemukan peluang bisnis baru, memahami 

kebutuhan konsumen, dan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, 

masa depan Pegadaian Syariah dapat dilihat melalui tiga perspektif 

utama: Tantangan → Prospek Bisnis → Inovasi Masa Depan. Ketiganya 

saling berhubungan. Tantangan mendorong lembaga untuk 

melakukan inovasi, sedangkan inovasi digunakan untuk menangkap 

peluang bisnis yang tersedia. 

 

Tantangan Pegadaian Syariah 

Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa 

lembaga ini memiliki peluang yang besar dalam menyediakan layanan 

pembiayaan berbasis prinsip syariah. Namun, perkembangan tersebut 

juga diikuti oleh berbagai tantangan, baik yang berasal dari 

lingkungan internal maupun eksternal. Tantangan tersebut menjadi 

semakin kompleks seiring dengan meningkatnya persaingan industri 

keuangan, perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku 

konsumen, serta tuntutan terhadap inovasi produk dan layanan. 

Lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan dalam 

meningkatkan daya saing, memperluas pasar, meningkatkan kualitas 
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sumber daya manusia, dan memberikan pemahaman yang lebih baik 

kepada masyarakat mengenai produk keuangan syariah (Heri 

Sudarsono, 2015). 

1. Persaingan dengan Lembaga Keuangan 

Tantangan pertama adalah semakin ketatnya persaingan. 

Masyarakat memiliki banyak alternatif untuk memperoleh 

pembiayaan, antara lain bank syariah, koperasi syariah, BPRS, 

perusahaan pembiayaan, fintech, peer-to-peer lending, dan 

platform investasi digital. 

Kondisi tersebut membuat Pegadaian Syariah harus mampu 

memberikan nilai lebih kepada nasabah. Nasabah tidak hanya 

mempertimbangkan pembiayaan, tetapi juga kecepatan pelayanan, 

kemudahan transaksi, biaya, keamanan, transparansi, kualitas 

layanan, reputasi, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Dengan 

demikian, persaingan masa depan bukan hanya mengenai siapa 

yang memberikan pembiayaan, tetapi siapa yang memberikan 

pengalaman terbaik kepada konsumen. 

 

2. Tantangan Digitalisasi 

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar 

dalam perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. 

Nasabah semakin terbiasa menggunakan mobile banking, dompet 

digital, pembayaran digital, investasi melalui aplikasi, pembelian 

emas secara digital, serta pengajuan pembiayaan secara online. 

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya 

membutuhkan produk keuangan yang sesuai dengan 

kebutuhannya, tetapi juga mengharapkan proses layanan yang 

cepat, mudah, praktis, transparan, dan dapat diakses kapan saja. 

Perubahan perilaku konsumen tersebut menjadi tantangan 

bagi Pegadaian Syariah untuk melakukan transformasi digital. 

Digitalisasi tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai penggunaan 

teknologi dalam pelayanan, tetapi telah menjadi bagian dari 

strategi bisnis untuk mempertahankan daya saing lembaga. Buku 

Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah menunjukkan bahwa 

perkembangan teknologi telah mendorong lembaga keuangan 

syariah untuk mengembangkan layanan berbasis digital, termasuk 
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